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Sifat . Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal . Permochonan Pengundangan 2 {dua)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

¥th. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan
wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan 2 (dua)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yaitu:
a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan MNomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Menter Ketenagakerjaan; dan
b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Momor 12 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas
Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat
harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur.
Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Mentern dimaksud dapal diproses
pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak Sekjen, kami ucapkan terima kasih.

Sekreta ris Jenderal
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Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
MIP 19681117 199403 1 001
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AMALISIS KESESUALIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTAMNG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Analisis Dengan Analisis Dengan Anafisis Dengan
NO Latar Belakang Analisis Dampak Peraturan Perundang— Peraturan Perundang- Puhizan Keterangan
Pembentukan Peraturan Undangan ‘fa!'rg Lebih Undangan Yang Pengadilan
Tinggi Setingkat
Rancangan Permenaker | Meningkatkan wibawa | Materi muatan | Peraturan Menteri - Rancangan Peraturan Menten
disusun untuk | dan kinerja Mediator | Rancangan Tenaga Kerja dan telah selesai dilakukan
menyelaraskan ketentuan | Hubungan Industrial | Permenaker fidak | Transmigrasi MNomor 17 pengharmonisasian oleh
ketentuan mengenai | sehingga peru | berfentangan dengan | Tahun 2014 fentang Kementerian Hukum dan HAM
pakaian dinas, atribut, dan | dilakukan perubahan | peraturan perundang- | Pengangkatan dan pada tanggal 2 Agustus 2022
tanda pengenal Mediator | terhadap penggunaan | undangan yang lebih | Pemberhentian Mediator serta hasil pengharmonisasian
Hubungan Industrial | pakaian dinas bagi | tinggi. Hubungan Industrial telah disampaikan kepada
dengan kebutuhan | Pejabat  Fungsional Serta Tata Kera Kementerian Ketenagakerjaan
organisasi yang | Mediator Hubungan Mediasi, dicabut dan mielalui surat Nomor:
sebelumnya diatur dalam | Industrial dinyatakan fidak beriaku PPE.PP.01.05-1497 tanggal
Peraturan Menteri Tenaga 11 Agustus 2022 hal
Kerja dam Transmigrasi Penyampaian Hassil
Momor 17 Tahun 2014 Pengharmonisasian
tentang Pengangkatan dan Rancangan Peraturan Menteri
Pemberhentian Mediator Ketenagakerjaan.
Hubungan Industrial Serta
Tata Kerja Mediasi.
Sekretaris Jenderal,
F il
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Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
NIP 19681117 199403 1 001
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KEMENTERIAN HUKLIM DAN HAK ASAS| MANUSIA REPLBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANG AN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 — Fax. (021) 5265480
—_— e e e e
BERITA ACARA PENGHARMOMNISASIAN

Pada hari inl Selasa, 2 Aguatus 2022 kami vang bertanda tangan dibawah

ini: Nama ¢ Rent Muorsidayants, SO0, MU
Jabatan : Kepala Bire Hukam
Inatanal ¢ Kementerian Ketenagakerann Republil Tndonesin

Selanjutnya sebapal Permrakarsa.

Mama o EKanti Muhani, 8 Ho, MH.
Jabatan ¢ Subkoordinator Penyusunsn UL don RPERPL
Instansi ¢ Kemenierian Hukum den Hak Asasi Manueia

Selanjutnya schagai Pembina Tien Harmomisisi.

Bs Menyalakan  bahwa  berdasarkan seras permohonan dari Sekretaris . Jenderal
Kementerian Ketrnepgakerjasn Nomor B-1 /653 HK 02 /I 2022 tangpal 19 Juli 2032 teloh
dilakzanskan japal harmonisasi Bancangun Peraturan Menteri Ketenagakerjasn tontang
Pakalan Dines Pegawai Bagi Jabatan Fungsinmal Medintor Hubungan [ndustrial di
Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada 2 Agustus 2022 vang diselenpgorkan
oleh  Tim Harmomisasi Pokja 9 berdasarkan  Surat Keputusan Divckoor Jerderal
Peraturan Perundang-undangan Nomor FPE.277.FP.01.03 Tahun 2022 dan ditusdiri oleh:
A, Belretariat Babinet:

. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketengakerjaan
B Kementeran Kelenagaskesjaan:

1. SBetditien PHI dan Jamsos TH

2. Digen PHI dan Jamsos TK

4. Birg Hulkum

o

Giro Crganisasi dan SDM Aparatur

fi. Bire Perencannan dan Manajemen Hinerja

Dit. Bina Mediator dar Hubungan Industrial

-]

C. Kementerian Hukum dan Hak Asas: Manusia;

oA Busandi, 310, M H
Reni Oktrl, S.H.
Fharamita Rezki 13, S.01

FoEow

Amir Muzagi, £.H,
5. Bagas Wigrha Tamas, S0,
6. Febrina Suel Dwl Bawitei, 2.H.
2, Bahwa substansi hasll pengharmenisesian tidak  bertentanpan  dengan  peralorss

perundang-undangan vang lehih tingel, sejajar, dan putusan pengadilan;

Dokausmen ini telah ditandatangani secara elekironik yang diterbitkan oleh Balai Serifikasi Elekironik (BSrE), BSSN



Bahwi dalam hol sewelnh diundangkan terdapat substanal yang berlentangan dengan
kerentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa hersedia  melakuksn

pengharmenisasian  ulang dan melkukon perubshar terhadap Peraturan Menterd

Lersabigt,

Uemikian berita acara i dibuat oleh masing masing pitak.

Jakarta, 2 Agustus 2022

Pemrakarsa Tim Harmonisasl
Pembina,

Carsfy

B 3 urﬁdnyunlﬂ IKame Mulsani|

Mengetahi,

Plh, DHrektur Pﬁmnnnngnn Peratur, -undangan,
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-T, Jakarla 12490
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 321-5205310

Jakarta, 11 Agustus 2022

MNomar : PPE.PP.01.05-1497
Lampiran : -
Perihal : Penyampsaian Hasil Pengharmonizasian

Rancangan Menteri Ketenagakerjaan

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
¥ termpat

Sehubungan dengan Surat Saudara Momor B-1/653/HK_02/V11/2022 tanggal 19 Juli 2022
perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Menteri Ketenagakerjaan dan telah
dilaksanakannya  pengharmonisasian terhadap Rancangan  Peraturan  Menteri
Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial
oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Momor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan
Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi
maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan
Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari
Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan
penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
undangan paling lambat 30 (tiga puluh} hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi
ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Peraturan Menteri dimaksud belum diundangkan, agar
dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Pilt. Direktur Jenderal
7= Peraturan Perundang-undangan,

poi] f_.:-"[-:i;ﬁéhana Putra
TP 196909091993031001

Tembusan:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia (sebagai laporan).

Dickumen ini telah ditandatangani secara elekironik yang diterbitkan oleh Balai Serlifikasi Elekironik (BSrE), BSSN



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk meningkatkan wibawa dan kinerja
Mediator Hubungan Industrial, perlu dilakukan
perubahan terhadap penggunaan pakaian dinas bagi
Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial;
bahwa ketentuan mengenai pakaian dinas, atribut,
dan tanda pengenal Mediator Hubungan Industrial
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan
Industrial serta Tata Kerja Mediasi sudah tidak selaras
dengan kebutuhan organisasi;

bahwa penggunaan pakaian dinas bagi Pejabat
Fungsional Mediator Hubungan Industrial telah
mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/32/M.KT.02/2022 tanggal 25 Februari 2022;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Mediator
Hubungan Industrial;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2022
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ﬁ\-

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Septefiber) 2022

AK ASASI MANUSIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 897
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MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

-

IDA FAUAYAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elekironik (BSrE), BSSN




